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K ekerasan seksual merupakan tindak pidana yang semakin marak ditemukan terjadi dalam tatanan
masyarakat Indonesia. Perkembangan pidana dan pemidanaan terhadap terdakwa dan terpidana tindak
pidana kekerasan seksual merupakan respons terhadap peristiwa kejahatan tersebut. Pemberatan sanksi
pidana serta penetapan sanksi tindakan dalam bentuk kebiri kimia, pemasangan aat pendeteks elektronik,
dan rehabilitasi merupakan langkah yang dinilai pemerintah Indonesia sebagal solusi untuk mengatasi
fenomenatindak pidana kekerasan seksual. Makna keadilan bagi korban yang seringkali diartikan

pembal asan semata sedangkan sistem pemidanaan Indonesia berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi
menimbulkan dilema dalam penentuan sanksi bagi terdakwa tindak pidana kekerasan seksual. Penelitian ini
akan mengkaji perkembangan jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual, sanksi pidana dan tindakan, serta
penerapan sistem pemidanaan dua jalur (double track system) dalam tindak pidana kekerasan seksual pada
peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode penelitian doktrinal merupakan metode yang
digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan data sekunder dari berbagai bahan hukum yang
meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal dan sumber lainnya. Data
sekunder dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa sistem
hukum Indonesia telah menganut double track system dalam perkaratindak pidana kekerasan seksual.
Sanksi pidana dan tindakan ditempatkan pada kedudukan yang setara dalam rangka mencapai tujuan
pemidanaan bagi para pelaku kekerasan seksual. Namun, berdasarkan studi pada empat putusan pengadilan
tindak pidana kekerasan seksual yang dianalisis dalam skripsi ini menunjukan bahwa double track system
belum diterapkan secara optimal oleh sistem peradilan pidana Indonesia. Pengaturan yang terbatas,
miskonsepsi hakim, dan kepasifan aparat penegak hukum merupakan hambatan terhadap penerapan sistem
pemidanaan dua jalur dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia.

...... Sexual violenceisacriminal act that isincreasingly common found in Indonesian society. The
development of crime and punishment of defendants and convicts of sexual violence crimeis aresponse to
this crime event. Aggravating criminal sanctions and treatment sanctions establishment in the form of
chemical castration, installing electronic detection devices, and rehabilitation are steps that the Indonesian
government considers to be a solution to overcome the phenomenon of sexual violence crime. The meaning
of justice for victims, which is often interpreted as mere retribution, whereas the Indonesian criminal system
is oriented towards rehabilitation and reintegration, creates a dilemmain determining sanctions for
defendants of sexual violence crime. This research will examine the development of types of sexual violence
crime, criminal sanctions and treatments, as well as the implementation of double track system in sexual
violence crime in Indonesian laws. The doctrinal research method is the method used in this research using
secondary data from various legal materials including statutory regulations, court decisions, books, journals
and other sources. The secondary datain this research was analyzed qualitatively. The results of this
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research found that the Indonesian legal system has adopted a double track system in cases of sexual
violence crime. Criminal sanctions and treatments are placed on an equal position in order to achieve the
goal of punishing perpetrators of sexual violence. However, based on a study of four sexual violence crime
court decisions analyzed in thisthesis, it shows that the double track system has not been implemented
optimally by the Indonesian criminal justice system. Limited regulations, judges misconceptions, and the
passivity of law enforcement are obstacles to the implementation of double track system in cases of sexual
violence crimein Indonesia



